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Abstrak 

Menurut Pasal 35–37 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 85–97 Kompilasi Hukum Islam 
(KHI), harta dalam perkawinan terdiri atas harta bersama dan harta pribadi, dengan ketentuan bahwa 
pembagian harta bersama pada prinsipnya masing-masing seperdua bagi janda atau duda sebagaimana 
diatur dalam Pasal 96–97 KHI. Namun demikian, dalam praktik peradilan agama ketentuan tersebut 
tidak selalu diterapkan secara kaku, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama 
Surabaya Nomor 345/Pdt.G/2020/PTA.Sby dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/2010 yang 
menunjukkan pola pembagian harta bersama secara proporsional berdasarkan kontribusi para pihak. 
Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan normatif dan praktik peradilan 
yang menjadi fokus penelitian ini, khususnya mengenai kedudukan teori syirkah dalam penetapan 
harta bersama pascaperceraian dan relevansinya terhadap keadilan substantif. Penelitian ini 
menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan 
konseptual melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
teori syirkah relevan untuk menjelaskan kontribusi suami dan istri dalam pembentukan harta bersama, 
termasuk kontribusi domestik, tetapi memiliki keterbatasan apabila diterapkan secara rigid dalam 
menentukan besaran bagian masing-masing pihak. Oleh karena itu, penerapannya perlu dilengkapi 
dengan pendekatan istihsān bi al-maṣlaḥah dan teori keadilan untuk mempertimbangkan kontribusi 
faktual, kondisi para pihak, serta kemaslahatan pascaperceraian. Pendekatan tersebut memungkinkan 
tercapainya keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan substantif. 
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PENDAHULUAN 

Secara etimologis syirkah adalah al-ikhtilath yang berarti campur atau 
percampuran. Yang dimaksud dengan percampuran adalah seseorang 
mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk 
dibedakan. Jumhur ulama kemudian menggunakan istilah ini untuk menyebut 
transaksi khusus, meskipun tidak terjadi percampuran kedua harta tersebut, karena 
yang menyebabkan bercampurnya harta adalah transaksi (Musdalifah, 2020). 

Selain istilah syirkah, dikenal pula istilah musyarakah yang berarti bersekutu 
atau bekerja sama. Dalam konteks muamalah, musyarakah merupakan akad kerja 
sama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha, dengan kontribusi dari masing-
masing pihak dan pembagian keuntungan serta risiko berdasarkan kesepakatan 
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(Harahap, 2024). Konsep tersebut kemudian digunakan oleh sebagian ulama dan 
akademisi hukum Islam sebagai analogi (qiyās) untuk menjelaskan harta bersama 
dalam perkawinan, karena suami dan istri dipandang sama-sama memberikan 
kontribusi terhadap terbentuknya harta selama perkawinan, baik melalui kontribusi 
ekonomi maupun pekerjaan domestic (Beni Kurniawan, 2017; Ristianawati, 2021). 

Penggunaan konsep syirkah dalam menjelaskan harta bersama tidak berarti 
bahwa harta bersama identik sepenuhnya dengan akad syirkah dalam fikih 
muamalah. Konsep tersebut lebih tepat dipahami sebagai konstruksi analogis untuk 
menjelaskan adanya kontribusi bersama antara suami dan istri dalam pembentukan 
harta selama perkawinan. Dalam konteks ini, harta gono-gini dipahami dapat 
diqiyaskan dengan syirkah karena istri dapat diposisikan sebagai pasangan atau mitra 
yang memberikan kontribusi terhadap kehidupan keluarga, termasuk melalui 
pekerjaan domestik seperti mengurus rumah tangga, mengasuh anak, dan 
mendukung keberlangsungan kehidupan keluarga (Susanto, 2005, p. 59)  

Persoalan muncul ketika konsep tersebut dihadapkan pada ketentuan hukum 
positif mengenai pembagian harta bersama setelah perceraian. Pasal 35 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur mengenai harta benda yang 
diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama, sedangkan Pasal 36 mengatur 
kewenangan suami dan istri terhadap harta bersama. Dalam Kompilasi Hukum Islam 
(KHI), ketentuan mengenai harta bersama diatur dalam Pasal 85–97. Pasal 97 KHI 
pada prinsipnya menentukan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing 
berhak atas seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam 
perjanjian perkawinan. Kedudukan harta bersama dalam praktik menunjukkan 
adanya perdebatan antara ketentuan normatif dan penerapannya dalam perkara 
konkret di pengadilan (Anri, 2023; Maula et al., 2024; Pelu & Dakhoir, 2021). 
Ketentuan tersebut menunjukkan adanya standar pembagian yang bersifat sama rata 
atau 50:50. 

Akan tetapi, praktik peradilan menunjukkan bahwa pembagian tersebut tidak 
selalu diterapkan secara matematis sama rata. Dalam perkara Nomor 266K/AG/2010, 
Mahkamah Agung memberikan bagian tiga perempat (3/4) kepada istri dan 
seperempat (1/4) kepada suami, dalam perkara yang berkaitan dengan suami yang 
tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak. Putusan tersebut menunjukkan 
bahwa kontribusi dan tanggung jawab masing-masing pihak dapat menjadi 
pertimbangan dalam menentukan proporsi harta bersama. 

Pola pembagian yang berbeda juga terlihat dalam Putusan Pengadilan Agama 
Kota Depok Nomor 1833/Pdt.G/2016/PA.Dpk., yang memberikan bagian seperlima 
(1/5) kepada suami dan empat perlima (4/5) kepada istri. Sementara itu, Putusan 
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 345/Pdt.G/2020/PTA.Sby. memberikan 
pembagian harta bersama dengan komposisi sepertiga (1/3) untuk istri dan dua 
pertiga (2/3) untuk suami. Variasi tersebut memperlihatkan bahwa dalam praktik, 
penentuan bagian harta bersama dapat bergerak dari pola pembagian sama rata 
menuju pembagian proporsional berdasarkan kondisi dan kontribusi para pihak. 

Perbedaan antara ketentuan normatif dan praktik peradilan tersebut 
menimbulkan persoalan hukum mengenai dasar pembenaran bagi hakim untuk 
menyimpangi pola pembagian seperdua sebagaimana Pasal 97 KHI. Persoalan 
tersebut menjadi semakin kompleks karena kontribusi dalam perkawinan tidak hanya 
berupa penghasilan atau kontribusi finansial, tetapi juga pekerjaan domestik, 
pengasuhan anak, dukungan terhadap pasangan, serta pemenuhan tanggung jawab 
keluarga. Kontribusi istri sebagai pencari nafkah maupun kontribusi nonfinansial 
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dalam rumah tangga perlu diperhitungkan dalam memahami pembentukan dan 
pembagian harta bersama (Rahmi et al., 2025; Ristianawati, 2021; Sutini & Dewi, 2021). 
Hal tersebut juga terlihat dalam kajian mengenai sengketa harta bersama ketika istri 
turut berperan sebagai pencari nafkah, yang menunjukkan pentingnya 
mempertimbangkan kontribusi ekonomi istri dalam penyelesaian pembagian harta 
bersama (Elviyanti, 2022). Dengan demikian, ukuran kontribusi tidak selalu dapat 
dinilai hanya berdasarkan besarnya penghasilan yang diperoleh masing-masing 
pihak. Selain kontribusi ekonomi, pelaksanaan kewajiban dan pertanggungjawaban 
masing-masing pihak juga menjadi aspek yang relevan dalam menilai konsekuensi 
hukum dari suatu hubungan hukum (Tarigan, 2024). Dalam konteks harta bersama, 
aspek tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan pendukung untuk memahami 
apakah terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak selama 
perkawinan. 

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas hubungan antara syirkah dan 
harta bersama. Jamil et al. (2025), misalnya, mengkaji teori syirkah dalam pembagian 
harta bersama bagi istri yang berkarier dan mengaitkannya dengan Undang-Undang 
Perkawinan, KHI, serta praktik peradilan agama. Penelitian lain juga menunjukkan 
bahwa persoalan harta bersama tidak hanya berkaitan dengan status kepemilikan, 
tetapi juga dengan kontribusi suami dan istri, kepastian hukum, serta penerapan 
prinsip keadilan dalam putusan pengadilan (Farid & Sururie, 2024; Nafi & Solehah, 
2020). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa konsep syirkah dapat digunakan 
untuk menjelaskan pembagian harta bersama dan membahas Putusan Mahkamah 
Agung Nomor 266K/AG/2010. Penelitian lain mengenai harta bersama juga telah 
mengkaji kedudukannya dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, termasuk 
penggunaan konsep syirkah sebagai dasar untuk menjelaskan terbentuknya harta 
bersama. 

Namun, penelitian-penelitian tersebut pada umumnya berfokus pada 
legitimasi penggunaan konsep syirkah dalam menjelaskan status harta bersama atau 
pada pembagian harta bersama dalam konteks tertentu. Kajian yang lebih mutakhir 
mulai mengarahkan perhatian pada keadilan substantif, maqāṣid al-syarī‘ah, serta 
rekonstruksi pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi dan kondisi konkret 
para pihak (Daelani, 2025; Nawawi et al., 2025; Putri & Khasanah, 2026). Belum 
banyak kajian yang secara khusus menguji keterbatasan teori syirkah ketika 
digunakan sebagai dasar penentuan proporsi bagian pascaperceraian, terutama ketika 
dihadapkan pada variasi putusan pengadilan yang menyimpangi pembagian 50:50 
sebagaimana Pasal 97 KHI. Selain itu, hubungan antara penggunaan syirkah, 
mekanisme istihsān bi al-maṣlaḥah, dan teori keadilan dalam menentukan proporsi 
harta bersama juga belum memperoleh pembahasan yang memadai. 

Berdasarkan kesenjangan tersebut (research gap), penelitian ini tidak hanya 
mempertanyakan apakah teori syirkah dapat digunakan untuk menjelaskan harta 
bersama, tetapi juga menguji sampai sejauh mana teori tersebut relevan sebagai dasar 
penentuan bagian masing-masing pihak setelah perceraian. Penelitian ini selanjutnya 
menempatkan istihsān bi al-maṣlaḥah sebagai pendekatan korektif terhadap 
penerapan analogi syirkah apabila penerapan pembagian secara formal tidak 
menghasilkan keadilan substantif. 

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada upaya mengonstruksikan 
hubungan antara teori syirkah, istihsān bi al-maṣlaḥah, dan teori keadilan dalam 
menganalisis variasi pembagian harta bersama pascaperceraian. Dengan 
menggunakan beberapa putusan yang menunjukkan pembagian tidak sama rata, 
penelitian ini menganalisis apakah penyimpangan dari pembagian seperdua dapat 
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dibenarkan secara metodologis dalam hukum Islam dan bagaimana teori keadilan 
dapat digunakan untuk menilai proporsionalitas pembagian tersebut. Dengan 
demikian, penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan konstruksi bahwa syirkah 
lebih tepat digunakan untuk menjelaskan kontribusi dalam pembentukan harta 
bersama, sedangkan penentuan proporsi pembagiannya memerlukan pertimbangan 
kemaslahatan dan keadilan berdasarkan kondisi konkret masing-masing perkara. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan 
teori syirkah dalam penetapan harta bersama pascaperceraian serta menguji 
relevansinya dalam perspektif teori keadilan. Oleh karena itu, rumusan masalah 
penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana kedudukan teori syirkah dalam penetapan harta bersama 

pascaperceraian? 
2. Bagaimana relevansi teori syirkah dalam penetapan harta bersama 

pascaperceraian dalam perspektif teori keadilan? 
 

METODE 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal 

research) yang berorientasi pada analisis terhadap norma hukum, doktrin, konsep, 
dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan penetapan harta bersama 
pascaperceraian. Penelitian hukum normatif digunakan karena objek utama 
penelitian ini berupa norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-
undangan, konsep hukum Islam, serta pertimbangan hukum dalam putusan 
pengadilan. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang 
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan disebut pula 
sebagai penelitian hukum doktrinal (Soekanto, S dan Mamudji, 2021). Karakter ilmu 
hukum sebagai sui generis discipline juga menempatkan penelitian hukum berbeda 
dari penelitian ilmu sosial maupun ilmu alam (Rizqi, 2024). Perbedaan karakter 
tersebut juga penting diperhatikan ketika penelitian hukum dibandingkan dengan 
penelitian empiris yang menggunakan variabel dan indikator tertentu untuk 
menjelaskan suatu fenomena. Misalnya, penelitian mengenai pengaruh popularitas 
CEO terhadap pengungkapan perubahan iklim menggunakan karakteristik individu 
sebagai salah satu variabel dalam menganalisis fenomena korporasi (Chandra, 
Ramadana, et al., 2026). Perbedaan tersebut menegaskan bahwa penelitian ini tidak 
menggunakan variabel empiris, melainkan menganalisis norma, konsep, dan 
pertimbangan hukum melalui pendekatan yuridis normatif. 

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-
undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan 
pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan 
untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai harta bersama, khususnya Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam, khususnya 
Pasal 85–97. Pendekatan perundang-undangan juga menuntut penempatan analisis 
dalam kerangka kewenangan dan sistem hukum yang berlaku, sehingga penerapan 
norma tidak dilepaskan dari struktur hukum yang menjadi dasar kewenangan 
lembaga dalam mengambil keputusan (Syaidi, 2025). Pendekatan ini digunakan 
untuk mengidentifikasi kedudukan normatif harta bersama dan prinsip 
pembagiannya setelah perceraian. 

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep dan teori yang 
menjadi landasan penelitian, yaitu teori syirkah, qiyās, istihsān bi al-maṣlaḥah, 
maqāṣid al-syarī‘ah, dan teori keadilan. Pendekatan ini digunakan untuk menguji 
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kesesuaian dan keterbatasan teori syirkah dalam menjelaskan kontribusi suami dan 
istri serta menentukan proporsi pembagian harta bersama pascaperceraian. 

Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim 
dalam perkara pembagian harta bersama. Tiga putusan dipilih karena menunjukkan 
adanya variasi pembagian harta bersama yang tidak mengikuti pola pembagian 
seperdua secara matematis sebagaimana prinsip Pasal 97 KHI, yaitu Putusan 
Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/2010, Putusan Pengadilan Agama Kota Depok 
Nomor 1833/Pdt.G/2016/PA.Dpk., dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 
Nomor 345/Pdt.G/2020/PTA.Sby. Ketiga putusan tersebut dipilih secara purposif 
karena memiliki relevansi langsung dengan fokus penelitian, yaitu adanya 
pertimbangan mengenai kontribusi masing-masing pihak dan penetapan bagian 
harta bersama secara proporsional. 

Analisis terhadap ketiga putusan dilakukan dengan mengidentifikasi fakta 
hukum yang relevan, tuntutan para pihak, pertimbangan hukum hakim, dasar hukum 
yang digunakan, serta ratio decidendi yang mendasari penentuan proporsi bagian 
harta bersama. Selanjutnya, pertimbangan hukum dalam masing-masing putusan 
dibandingkan untuk menemukan pola argumentasi hakim dalam menilai kontribusi 
suami dan istri serta alasan yang mendasari penyimpangan dari pembagian seperdua. 
Hasil perbandingan tersebut kemudian dianalisis menggunakan teori syirkah, 
istihsān bi al-maṣlaḥah, dan teori keadilan untuk menilai relevansi serta keterbatasan 
masing-masing pendekatan dalam mewujudkan keadilan substantif. 

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, serta tiga putusan pengadilan yang menjadi 
objek kajian, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/2010, Putusan 
Pengadilan Agama Kota Depok Nomor 1833/Pdt.G/2016/PA.Dpk., dan Putusan 
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 345/Pdt.G/2020/PTA.Sby. Bahan hukum 
sekunder meliputi buku-buku hukum, literatur fikih dan usul fikih, artikel jurnal 
ilmiah, doktrin hukum, serta karya ilmiah lain yang relevan dengan teori syirkah, 
harta bersama, qiyās, istihsān, maqāṣid al-syarī‘ah, dan teori keadilan. 

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan 
menelusuri, mengidentifikasi, dan menginventarisasi bahan hukum yang relevan 
dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian 
dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan interpretatif. 
Analisis dilakukan dengan menghubungkan norma hukum, konsep hukum Islam, 
dan ratio decidendi dalam putusan pengadilan untuk memperoleh argumentasi 
mengenai kedudukan teori syirkah serta relevansinya dalam penetapan harta 
bersama pascaperceraian dalam perspektif keadilan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kedudukan Teori Syirkah dalam Penetapan Harta Bersama Pascaperceraian 

Teori syirkah dalam penelitian ini tidak ditempatkan sebagai dasar hukum 
positif yang secara langsung menentukan besaran bagian harta bersama. Syirkah 
merupakan konsep dalam fikih muamalah mengenai hubungan kerja sama dan 
kontribusi para pihak terhadap suatu usaha atau harta. Dalam perkembangan kajian 
hukum keluarga, harta bersama dipahami sebagai bagian dari rezim harta 
perkawinan yang memiliki karakter tersendiri dalam sistem hukum Indonesia. Kajian 
mengenai marital property di Indonesia menunjukkan bahwa pengaturan harta 
perkawinan perlu dilihat dalam hubungan antara hukum perkawinan, status 
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kepemilikan, dan konsekuensi hukum selama maupun setelah perkawinan (Akbar & 
Kurniawan, 2023). Dalam perkembangan kajian hukum keluarga Islam, konsep harta 
bersama juga telah dianalisis melalui perspektif syirkah dan rezim kepemilikan dalam 
hukum Islam, meskipun terdapat perbedaan karakter antara akad syirkah dan 
hubungan perkawinan (Aibak & Anusantari, 2023; Mubarak et al., 2026). Dalam 
konteks harta bersama, konsep tersebut digunakan secara analogis (qiyās) untuk 
menjelaskan bahwa suami dan istri sama-sama memberikan kontribusi selama 
berlangsungnya perkawinan. Dengan demikian, kedudukan syirkah lebih tepat 
dipahami sebagai kerangka konseptual untuk menjelaskan kontribusi bersama dalam 
pembentukan harta perkawinan, bukan sebagai pengganti ketentuan Pasal 97 KHI. 

Konsep tersebut memperoleh relevansi ketika harta bersama dipahami sebagai 
hasil kontribusi kedua belah pihak selama perkawinan. Kontribusi tersebut tidak 
selalu berbentuk pendapatan atau modal yang secara langsung dapat dihitung secara 
finansial. Pekerjaan domestik, pengasuhan anak, pengelolaan rumah tangga, serta 
dukungan terhadap aktivitas ekonomi pasangan juga dapat dipandang sebagai 
kontribusi terhadap keberlangsungan keluarga. Karena itu, analogi syirkah 
memungkinkan pekerjaan domestik yang secara ekonomi tidak menghasilkan 
pendapatan secara langsung tetap dipertimbangkan sebagai bagian dari kontribusi 
terhadap terbentuknya harta bersama. 

Namun demikian, penggunaan syirkah sebagai analogi harus dibedakan dari 
penerapannya sebagai metode penentuan proporsi harta. Dalam akad syirkah, 
hubungan para pihak pada dasarnya dibangun berdasarkan kontribusi terhadap 
usaha atau harta tertentu dan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan atau 
ketentuan yang berlaku. Sementara itu, perkawinan merupakan hubungan hukum 
yang memiliki dimensi ekonomi sekaligus personal, sosial, moral, dan batiniah. Oleh 
karena itu, tidak seluruh hak dan kewajiban dalam perkawinan dapat dikonversikan 
ke dalam ukuran kontribusi ekonomi sebagaimana dalam hubungan syirkah. 

Posisi tersebut penting untuk menjelaskan hubungan antara syirkah dan qiyās. 
Ketika harta bersama dianalogikan dengan syirkah, yang dilakukan bukanlah 
menjadikan akad syirkah sebagai sumber hukum langsung, melainkan menggunakan 
karakter persamaan kontribusi sebagai ‘illat atau dasar analogi untuk menjelaskan 
kedudukan suami dan istri dalam pembentukan harta bersama. Analogi tersebut 
dapat diterima sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum positif dan 
prinsip-prinsip hukum perkawinan. 

 
1. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/2010 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/2010 merupakan salah satu 
putusan penting yang menunjukkan bahwa pembagian harta bersama tidak selalu 
diterapkan secara matematis 50:50. Dalam perkara tersebut, para pihak telah 
melangsungkan perkawinan dan mempunyai dua orang anak. Berdasarkan uraian 
perkara, kehidupan rumah tangga mengalami ketidakharmonisan dan para pihak 
kemudian berpisah. Fakta yang menjadi perhatian penting dalam perkara tersebut 
adalah bahwa suami tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak selama kurang 
lebih 11 tahun, sementara harta bersama yang disengketakan pada pokoknya 
dihasilkan oleh istri. 

Mahkamah Agung kemudian memberikan bagian tiga perempat (3/4) kepada 
istri dan seperempat (1/4) kepada suami. JDIH Mahkamah Agung secara eksplisit 
mencatat kaidah hukum perkara tersebut bahwa istri memperoleh 3/4 bagian karena 
harta bersama dihasilkan oleh istri dan suami tidak memberikan nafkah kepada anak 
dan istri selama 11 tahun. 
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Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata 
menggunakan ukuran status hukum sebagai suami dan istri, tetapi 
mempertimbangkan pelaksanaan kewajiban dan kontribusi faktual masing-masing 
pihak. Penilaian terhadap kondisi konkret tersebut pada dasarnya menunjukkan 
pentingnya tata kelola pengambilan keputusan yang mempertimbangkan berbagai 
faktor yang relevan secara simultan. Dalam konteks yang berbeda, kajian mengenai 
corporate governance juga menunjukkan bahwa karakteristik dan kesibukan pihak 
yang berada pada posisi pengambil keputusan dapat berhubungan dengan kualitas 
keputusan yang dihasilkan (Chandra & Cuandra, 2026). Meskipun konteks tersebut 
berada di ranah tata kelola korporasi, gagasan mengenai pentingnya 
mempertimbangkan berbagai faktor dalam proses pengambilan keputusan dapat 
digunakan sebagai perspektif pendukung dalam memahami penalaran hakim. 
Dengan demikian, penyimpangan dari pembagian seperdua bukan dilakukan tanpa 
dasar, melainkan didasarkan pada kondisi konkret yang menunjukkan 
ketidakseimbangan kontribusi selama perkawinan. 

Jika dianalisis melalui konsep syirkah, putusan tersebut memperlihatkan 
bahwa kontribusi terhadap pembentukan harta bersama menjadi faktor penting 
dalam menentukan proporsi. Istri bukan hanya berstatus sebagai pihak dalam 
perkawinan, tetapi juga merupakan pihak yang secara faktual menghasilkan harta 
bersama. Sebaliknya, suami tidak menjalankan kewajiban nafkah dalam jangka waktu 
yang panjang. Oleh karena itu, pembagian 3/4 : 1/4 dapat dipahami sebagai bentuk 
penyesuaian proporsi berdasarkan kontribusi dan tanggung jawab masing-masing 
pihak. 

Dengan demikian, Putusan Nomor 266K/AG/2010 lebih tepat dipahami 
sebagai contoh penerapan prinsip proporsionalitas berdasarkan kondisi konkret para 
pihak daripada sebagai penerapan syirkah secara eksplisit. Hal ini penting karena 
putusan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa hakim menggunakan 
teori syirkah sebagai dasar hukum. Yang dapat disimpulkan adalah bahwa pola 
pertimbangan hakim memiliki titik temu dengan logika syirkah, yaitu 
memperhatikan kontribusi para pihak terhadap terbentuknya harta bersama. 

 
2. Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Depok Nomor 1833/Pdt.G/2016/PA.Dpk. 

Putusan Pengadilan Agama Kota Depok Nomor 1833/Pdt.G/2016/PA.Dpk. 
menunjukkan variasi lain dalam pembagian harta bersama, yaitu komposisi seperlima 
(1/5) untuk suami dan empat perlima (4/5) untuk istri. Komposisi tersebut semakin 
memperlihatkan bahwa praktik peradilan agama tidak selalu menggunakan 
pembagian seperdua sebagai ukuran yang bersifat mutlak dalam setiap perkara. 

Dari perspektif penelitian ini, keberadaan putusan tersebut penting bukan 
semata-mata karena besarnya proporsi yang diberikan kepada masing-masing pihak, 
melainkan karena menunjukkan adanya ruang bagi hakim untuk melakukan 
penilaian terhadap kondisi konkret perkawinan. Pembagian 1/5 : 4/5 menunjukkan 
adanya pertimbangan yang membedakan kedudukan para pihak berdasarkan fakta 
perkara, sehingga pembagian harta bersama tidak diposisikan sebagai proses 
matematis yang terlepas dari konteks hubungan perkawinan. 

Namun, putusan ini juga menunjukkan kebutuhan terhadap parameter yang 
lebih jelas dalam menentukan kontribusi. Apabila kontribusi masing-masing pihak 
menjadi dasar pembagian, maka kontribusi tersebut harus dapat diidentifikasi 
melalui fakta persidangan, baik berupa kontribusi finansial, pengelolaan harta, 
pekerjaan domestik, pengasuhan anak, maupun pelaksanaan kewajiban keluarga. 
Dengan demikian, proporsi 1/5 : 4/5 tidak dapat secara otomatis digeneralisasikan 
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untuk perkara lain, melainkan harus dipahami sebagai hasil penilaian terhadap fakta 
khusus dalam perkara tersebut. 

Dalam konteks syirkah, putusan ini memperkuat fungsi konsep kontribusi 
sebagai kerangka untuk memahami pembagian harta bersama. Akan tetapi, sekali 
lagi, tidak tepat menyatakan bahwa hakim secara eksplisit menerapkan teori syirkah 
apabila putusan tidak menyebut teori tersebut sebagai dasar pertimbangan. Oleh 
karena itu, hubungan antara putusan dan teori syirkah dalam penelitian ini bersifat 
analitis, yaitu peneliti menggunakan teori syirkah untuk membaca pola kontribusi 
yang tercermin dalam pertimbangan dan hasil putusan. 

 
3. Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 
345/Pdt.G/2020/PTA.Sby. 

**Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 
345/Pdt.G/2020/PTA.Sby. juga memperlihatkan pembagian harta bersama yang tidak 
sama rata, yaitu sepertiga (1/3) untuk istri dan dua pertiga (2/3) untuk suami. 
Penelitian terhadap putusan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim 
mempertimbangkan kontribusi finansial dan nonfinansial para pihak dalam 
menentukan proporsi pembagian. ** 

Putusan tersebut memperlihatkan pola yang berbeda dengan Putusan Nomor 
266K/AG/2010. Dalam perkara 266K/AG/2010, proporsi yang lebih besar diberikan 
kepada istri karena dominasi kontribusi istri dalam menghasilkan harta dan tidak 
dilaksanakannya kewajiban nafkah oleh suami. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 
345/Pdt.G/2020/PTA.Sby., bagian yang lebih besar diberikan kepada suami. 
Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa prinsip proporsionalitas tidak identik 
dengan pemberian bagian yang lebih besar kepada istri, melainkan bergantung pada 
kontribusi dan kondisi konkret masing-masing perkara. 

Dengan demikian, ketiga putusan tersebut menunjukkan satu pola penting. 
Pertama, Pasal 97 KHI memberikan standar umum berupa pembagian seperdua. 
Kedua, standar tersebut dalam praktik tidak selalu diterapkan secara rigid. Ketiga, 
ketika hakim menetapkan proporsi yang berbeda, faktor kontribusi dan pelaksanaan 
tanggung jawab selama perkawinan dapat menjadi bagian dari argumentasi untuk 
mencapai pembagian yang dianggap lebih adil. Keempat, variasi 3/4 : 1/4, 4/5 : 1/5, 
dan 2/3 : 1/3 sekaligus menunjukkan bahwa proporsionalitas harus ditentukan 
berdasarkan fakta masing-masing perkara dan tidak dapat dijadikan formula 
matematis yang berlaku universal. 

Temuan tersebut sekaligus mengoreksi pandangan awal bahwa teori syirkah 
telah menjadi “kerangka metodologis utama” dalam praktik peradilan. Berdasarkan 
analisis terhadap putusan yang dikaji, lebih tepat dikatakan bahwa terdapat 
kesesuaian antara prinsip kontribusi dalam syirkah dengan pola pertimbangan 
proporsional dalam sejumlah putusan. Akan tetapi, putusan-putusan tersebut tidak 
dengan sendirinya membuktikan bahwa hakim secara eksplisit menggunakan teori 
syirkah sebagai dasar hukum. Oleh karena itu, syirkah dalam penelitian ini lebih tepat 
ditempatkan sebagai kerangka konseptual untuk menganalisis kontribusi, sedangkan 
dasar hukum putusan tetap harus ditelusuri dari peraturan perundang-undangan dan 
pertimbangan hukum hakim. 

 
Hubungan Syirkah, Qiyās, dan Istihsān bi al-Maṣlaḥah 

Hubungan antara syirkah, qiyās, dan istihsān perlu dibedakan berdasarkan 
fungsi masing-masing. Syirkah merupakan konsep fikih muamalah mengenai kerja 
sama dan kontribusi terhadap harta atau usaha. Ketika konsep tersebut digunakan 
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untuk menjelaskan harta bersama, hubungan metodologisnya berada pada wilayah 
qiyās, yaitu menjadikan persamaan karakter tertentu sebagai dasar analogi. 
Sementara itu, istihsān bukan sekadar konsep untuk menggantikan syirkah, tetapi 
merupakan metode penalaran hukum yang dapat digunakan ketika penerapan 
analogi atau ketentuan umum dalam kasus tertentu menghasilkan akibat yang 
kurang sesuai dengan kemaslahatan yang hendak diwujudkan. 

Istihsān bi al-maṣlaḥah merupakan salah satu bentuk penalaran dalam usul 
fikih yang memberikan ruang untuk berpindah dari hasil qiyās atau ketentuan umum 
menuju pertimbangan yang dipandang lebih kuat karena menghasilkan 
kemaslahatan yang lebih sesuai dengan tujuan syariat (Chadziq, 2019). Dalam 
perkembangan kajian hukum keluarga Islam Indonesia, istihsān juga dapat 
digunakan untuk menjelaskan penyesuaian pertimbangan hakim terhadap kondisi 
konkret pembagian hak atas harta bersama, tanpa harus dipahami sebagai 
penghapusan terhadap ketentuan hukum positif (Musyafaah et al., 2026). Al-Bukhari 
menjelaskan bahwa istihsān merupakan berpaling dari tuntutan qiyās menuju qiyās 
yang lebih kuat atau melakukan pengkhususan berdasarkan dalil yang lebih kuat (Al-
Bukhari, 1982). As-Sarakhsi juga menekankan bahwa istihsān merupakan 
meninggalkan qiyās menuju pertimbangan yang lebih kuat berdasarkan dalil yang 
menghendakinya dan lebih sesuai dengan kemaslahatan manusia (As-Sarakhsi, 1993) 
Sementara itu, asy-Syatibi menghubungkan istihsān dengan pengambilan 
kemaslahatan khusus ketika berhadapan dengan dalil yang bersifat umum (Asy-
Syatibi, 1997). 

Dalam konteks harta bersama, konsep tersebut tidak berarti bahwa hakim 
dapat secara bebas mengesampingkan Pasal 97 KHI. Istihsān tidak dapat ditempatkan 
sebagai kewenangan untuk meniadakan hukum positif. Sebaliknya, dalam penelitian 
ini istihsān diposisikan sebagai pendekatan interpretatif dalam membaca dan 
menerapkan norma umum ketika terdapat keadaan konkret yang menuntut 
pertimbangan keadilan dan kemaslahatan. Dengan kata lain, istihsān berfungsi 
sebagai kerangka argumentatif untuk menjelaskan mengapa penerapan pembagian 
secara formal dapat disesuaikan berdasarkan kondisi konkret perkara, sepanjang 
penyesuaian tersebut mempunyai dasar hukum dan fakta yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

Konstruksi tersebut juga lebih sesuai dengan kedudukan hakim dalam sistem 
hukum Indonesia. Hakim tidak memperoleh kewenangan untuk mengabaikan 
peraturan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan semata. 
Akan tetapi, hakim memiliki kewajiban menggali, mengikuti, dan memahami nilai-
nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, 
pertimbangan kemaslahatan dapat berfungsi sebagai bagian dari argumentasi 
interpretatif dalam menemukan hukum, bukan sebagai alasan untuk menghapus 
keberlakuan Pasal 97 KHI. 

Dengan posisi tersebut, hubungan antara syirkah dan istihsān dapat 
dirumuskan sebagai berikut: syirkah memberikan kerangka untuk mengidentifikasi 
kontribusi para pihak; qiyās menjelaskan mekanisme analogis yang menghubungkan 
konsep kontribusi tersebut dengan harta bersama; sedangkan istihsān bi al-maṣlaḥah 
dapat digunakan sebagai pendekatan korektif ketika penerapan ukuran umum secara 
rigid menghasilkan ketidakadilan dalam perkara tertentu. Konstruksi ini 
menghindarkan penelitian dari kesimpulan bahwa syirkah harus ditinggalkan 
sepenuhnya, sekaligus menghindarkan anggapan bahwa syirkah cukup untuk 
menentukan seluruh dimensi pembagian harta bersama. 
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Keterbatasan Syirkah dan Relevansi Maqāṣid al-Syarī‘ah 
Keterbatasan utama syirkah dalam konteks harta bersama terletak pada 

perbedaan karakter antara hubungan kerja sama dalam muamalah dan hubungan 
perkawinan. Hubungan syirkah terutama berkaitan dengan kontribusi terhadap harta 
atau usaha, sedangkan perkawinan menurut hukum Islam dan hukum perkawinan 
Indonesia memiliki dimensi lahir dan batin. Karena itu, kontribusi suami dan istri 
tidak seluruhnya dapat diukur berdasarkan indikator ekonomi. 

Pekerjaan domestik, pengasuhan anak, dukungan terhadap pekerjaan 
pasangan, serta pemenuhan tanggung jawab keluarga mempunyai nilai sosial dan 
hukum meskipun tidak selalu dapat dikonversikan ke dalam nilai uang. Hal tersebut 
menjadi alasan mengapa penggunaan syirkah secara rigid tidak cukup untuk 
menentukan seluruh dimensi keadilan dalam pembagian harta bersama. Syirkah 
dapat menjelaskan adanya kontribusi bersama, tetapi tidak menyediakan instrumen 
yang memadai untuk mengukur seluruh dimensi non-ekonomi dalam perkawinan. 

Dalam kerangka maqāṣid al-syarī‘ah, hukum Islam diarahkan untuk 
mewujudkan kemaslahatan dan menjaga kepentingan fundamental manusia, 
termasuk perlindungan terhadap harta (ḥifẓ al-māl), jiwa (ḥifẓ al-nafs), keturunan 
(ḥifẓ al-nasl), akal (ḥifẓ al-‘aql), dan agama (ḥifẓ al-dīn). Dalam konteks pembagian 
harta bersama, perlindungan terhadap harta tidak cukup dimaknai sebagai 
pembagian nominal secara sama rata, tetapi juga harus mempertimbangkan apakah 
pembagian tersebut mampu melindungi hak masing-masing pihak berdasarkan 
kondisi konkret setelah perceraian. Perkembangan objek harta perkawinan juga 
menunjukkan bahwa aset yang diperoleh selama perkawinan dapat memiliki bentuk 
yang semakin beragam, termasuk hak kekayaan intelektual, sehingga penentuan 
harta bersama memerlukan pendekatan yang mampu mengikuti perkembangan 
karakter kekayaan dalam kehidupan modern (Nahar & Yusdani, 2026). 

Oleh karena itu, maqāṣid al-syarī‘ah memberikan dasar nilai bagi penggunaan 
pertimbangan kemaslahatan, sedangkan istihsān memberikan metode untuk 
mengartikulasikan pertimbangan tersebut dalam penalaran hukum. Dengan 
demikian, syirkah, istihsān, dan maqāṣid al-syarī‘ah tidak ditempatkan sebagai teori 
yang saling menggantikan, tetapi sebagai konsep yang memiliki fungsi berbeda dalam 
konstruksi argumentasi hukum. 

 
Istihsān bi al-Maṣlaḥah dan Teori Keadilan Al-Mawardi 

Keadilan dalam perspektif hukum Islam tidak hanya berkaitan dengan 
kesamaan matematis, tetapi juga berkaitan dengan penempatan hak secara 
proporsional dan pencegahan kezaliman. Al-Mawardi menempatkan keadilan 
sebagai salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan 
pemerintahan. Keadilan berkaitan dengan penegakan hukum, perlindungan hak, dan 
terciptanya ketertiban sosial (Amin, 2016; Diana, 2017). 

Apabila konsep tersebut diterapkan pada pembagian harta bersama, keadilan 
tidak dapat hanya diukur berdasarkan hasil pembagian 50:50. Kesamaan matematis 
dapat menjadi bentuk keadilan formal, tetapi belum tentu menghasilkan keadilan 
substantif apabila terdapat ketidakseimbangan yang nyata dalam kontribusi dan 
pelaksanaan kewajiban selama perkawinan. Dalam perkembangan kajian mengenai 
putusan pengadilan agama, dimensi keadilan dalam perkara harta bersama juga perlu 
dilihat secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan keadaan dan hak para 
pihak, bukan semata-mata berdasarkan kesamaan pembagian (Rizani et al., 2026). 
Sebaliknya, pembagian yang tidak sama juga tidak otomatis adil. Keadilan substantif 
menuntut adanya alasan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan fakta 
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perkara. Dalam konteks pengambilan keputusan, kualitas suatu keputusan juga 
berkaitan dengan kemampuan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan. 
Kajian mengenai corporate governance menunjukkan bahwa karakteristik 
kepemimpinan dan mekanisme tata kelola dapat memengaruhi proses serta keluaran 
pengambilan keputusan (Chandra, Mardianto, et al., 2026). Dalam penelitian ini, 
perspektif tersebut digunakan secara terbatas sebagai penguat konseptual mengenai 
pentingnya pertimbangan berbagai faktor dalam suatu proses pengambilan 
keputusan, sedangkan dasar normatif pembagian harta bersama tetap bersumber 
pada hukum yang berlaku. 

Hal tersebut terlihat secara jelas dalam perbandingan ketiga putusan yang 
dianalisis. Putusan Nomor 266K/AG/2010 memberikan bagian lebih besar kepada istri 
karena dominasi kontribusi istri dan tidak dilaksanakannya kewajiban nafkah oleh 
suami. Putusan Nomor 1833/Pdt.G/2016/PA.Dpk. menunjukkan komposisi 4/5 untuk 
istri dan 1/5 untuk suami. Sementara itu, Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PTA.Sby. 
justru memberikan bagian lebih besar kepada suami, yaitu 2/3 berbanding 1/3, dengan 
pertimbangan kontribusi para pihak. Variasi tersebut menunjukkan bahwa prinsip 
keadilan yang digunakan bukanlah keberpihakan sistematis kepada suami atau istri, 
melainkan penilaian terhadap kontribusi dan kondisi konkret masing-masing 
perkara. 

Dengan demikian, teori keadilan Al-Mawardi memberikan landasan evaluatif 
terhadap hasil pembagian, sedangkan istihsān bi al-maṣlaḥah memberikan kerangka 
metodologis untuk mempertimbangkan kondisi khusus yang tidak seluruhnya dapat 
dijelaskan melalui ketentuan umum. Keduanya memperkuat argumentasi bahwa 
pembagian harta bersama harus tetap berada dalam kerangka hukum positif, tetapi 
penerapannya dapat mempertimbangkan fakta konkret dan tujuan keadilan. 

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, kedudukan teori syirkah dalam 
penetapan harta bersama dapat dirumuskan secara lebih terbatas dan proporsional. 
Syirkah relevan untuk menjelaskan adanya kontribusi bersama suami dan istri dalam 
pembentukan harta selama perkawinan, termasuk kontribusi domestik yang secara 
ekonomi tidak selalu terukur. Akan tetapi, syirkah tidak cukup untuk menjadi satu-
satunya dasar dalam menentukan proporsi bagian setelah perceraian. Penentuan 
proporsi memerlukan analisis terhadap fakta konkret, pelaksanaan kewajiban, 
kontribusi finansial dan nonfinansial, serta kondisi masing-masing pihak. 

Dalam konteks tersebut, istihsān bi al-maṣlaḥah dapat ditempatkan sebagai 
pendekatan interpretatif-korektif yang membantu menghubungkan ketentuan 
umum dengan keadilan substantif, bukan sebagai instrumen untuk 
mengesampingkan Pasal 97 KHI secara langsung. Teori keadilan Al-Mawardi 
selanjutnya memberikan ukuran normatif bahwa pembagian harus dilakukan secara 
seimbang, tidak memihak, dan mencegah terjadinya ketidakadilan. Dengan 
konstruksi tersebut, pembagian harta bersama dapat diarahkan pada keseimbangan 
antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan substantif. Keseimbangan 
tersebut penting karena kajian mengenai dinamika hukum harta bersama 
menunjukkan adanya kebutuhan untuk mempertemukan kepastian hukum dengan 
keadilan berdasarkan keadaan konkret para pihak (Ritonga et al., 2024). 

 

KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian, teori syirkah relevan digunakan sebagai kerangka 

konseptual untuk menjelaskan kontribusi suami dan istri dalam pembentukan harta 
bersama, baik melalui kontribusi ekonomi maupun domestik. Namun, syirkah tidak 
dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menentukan proporsi harta bersama 
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pascaperceraian karena hubungan perkawinan memiliki dimensi yang lebih luas 
daripada aspek material. Variasi putusan pengadilan menunjukkan bahwa pembagian 
harta bersama dapat mempertimbangkan kontribusi dan kondisi konkret para pihak, 
meskipun Pasal 97 KHI tetap menjadi ketentuan umum mengenai pembagian 
seperdua. 

Dalam perspektif keadilan, penentuan proporsi harta bersama perlu 
mempertimbangkan kontribusi, tanggung jawab, dan kondisi konkret masing-masing 
pihak. Istihsān bi al-maṣlaḥah dalam penelitian ini ditempatkan sebagai pendekatan 
metodologis dalam perspektif hukum Islam untuk mempertimbangkan kemaslahatan, 
bukan sebagai dasar untuk mengesampingkan Pasal 97 KHI. Dengan demikian, 
syirkah berfungsi menjelaskan kontribusi, sedangkan pertimbangan kemaslahatan 
dan keadilan dapat digunakan untuk menilai proporsionalitas pembagian dengan 
tetap berpedoman pada hukum positif yang berlaku. 

 
Rekomendasi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian selanjutnya disarankan menganalisis lebih banyak putusan 
pengadilan mengenai pembagian harta bersama untuk menemukan pola 
pertimbangan hakim dalam menilai kontribusi ekonomi dan non-ekonomi para pihak. 
Penelitian mendatang juga dapat mengembangkan parameter penilaian kontribusi 
yang mencakup kontribusi finansial, pekerjaan domestik, pengasuhan anak, dan 
tanggung jawab keluarga agar pembagian harta bersama lebih terukur, transparan, 
dan berkeadilan. 
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